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BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR U| TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal
343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah, rencana program dan kegiatan RKPD tahun
2022,

b. bahwa sesuai ketentuan pasal 355 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan
bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah, 4



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421),

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817), r



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178):

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322),
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323),
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 80),
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022,
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor

27), 4



18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195),

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011
Nomor 10),

20.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15),

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 1),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 25
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3

Tujuan Perubahan RKPD adalah tersedianya kebijakan pemerintah
daerah yang tertuang dalam satu dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang dijadikan sebagai :

a. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
(KUPA), PPAS Perubahan dan Perubahan APBD Tahun 2022,
karena memuat penyesuaian dan perubahan terhadap prioritas,
sasaran dan kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun,£



b. Acuan resmi bagi seluruh jajaran Organisasi Pemerintah Daerah
dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang
akan dibiayai Perubahan APBD Kabupaten dalam tahun berjalan,

c. Tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja
tahunan setiap Perangkat Daerah, dan

d. Perwujudan suatu kepastian kebijakan yang merupakan komitmen
Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dasar Hukum Penyusunan
Hubungan Antar Dokumen
Maksud dan Tujuan
Sistematika Dokumen RKPDSA
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BAB II : EVALUASI RKPD TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun

2022
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyusun KUPA dan PPAS Perubahan Tahun
2022 dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2022.

(2) Kepala Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD
Tahun 2022.

(3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat
(2) merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai
berikut : Yr



Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Perubahan RKPD bersumber dari APBD Tahun
2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal S Agustes 2022
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BUPATI LIMA PULUH KOTA,

YSararupor
T. ANDARO RAJO/

Diundangkan dis arilamak,
pada tanggal $ gtus 1022

SEKRETARK DAERAH
KABUPATENLEMA PUE KOTA

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH

KABUPATEN
LIMA PULUH
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Yaa


